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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum kepailitan perusahaan real estate
terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah dalam kasus kepailitan
developer PT Cowell Tbk terkait perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli
properti. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab hukum
pengelola perusahaan, khususnya direksi dan dewan komisaris, dalam kasus
kepailitan serta dampaknya terhadap konsumen sebagai kreditur. Metode penelitian
yang digunakan adalah hukum normatif, dengan fokus pada analisis dampak hukum
kepailitan terhadap perjanjian pengikatan jual beli rumah. Hasil temuan
menunjukkan bahwa pengelola perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban
pribadi melalui teori piercing the corporate veil jika terbukti adanya pelanggaran
hukum yang merugikan konsumen. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk
mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan
perusahaan yang menyebabkan kepailitan. Dalam perjanjian jual beli properti,
konsumen dapat terdampak secara signifikan oleh keputusan pailit, terutama jika
peralihan kepemilikan properti belum terjadi secara yuridis. Oleh karena itu,
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus kepailitan perusahaan
merupakan aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam konteks hukum
perusahaan dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Kepailitan; Perlindungan Konsumen, PPJB;
Real Estate
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di seluruh dunia,
Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia menghadapi
peningkatan permintaan akan tempat tinggal yang signifikan.. Dalam rangka
memenuhi permintaan ini salah satu solusi yang populer adalah pembangunan
rumah susun atau apartemen. Perusahaan pembangun properti juga dikenal sebagai
pengembang yang memiliki peran sentral dalam memenuhi kebutuhan perumahan
di Indonesia.! Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana
undang-undang ini merinci badan hukum yang dibentuk oleh Warga Negara
Indonesia untuk beroperasi dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman
sebagai perusahaan pembangunan perumahan. Undang-Undang tersebut
memberikan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan
perumahan termasuk peran dan tanggung jawab perusahaan pengembang
perumahan serta penyediaan rumah susun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun juga menjelaskan bahwa pengembang
perumahan terlibat dalam bisnis ini dengan tujuan mencari keuntungan mirip

dengan prinsip bisnis dalam sektor lainnya. Ini menggarisbawahi kompleksitas dan

1 Zainal Asikin, Hukum Dagang, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014., him. 5
1



peran yang dimainkan oleh perusahaan pengembang dalam memenuhi kebutuhan
perumahan di negara ini.? Mereka terlibat dalam berbagai aspek bisnis termasuk
pemasaran dan penjualan properti. Oleh karena itu, pengembang perumahan
memiliki hubungan erat dengan proses perizinan dan regulasi yang ada karena
mereka harus memastikan bahwa pembangunan dan penjualan properti mereka
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 dalam Undang-Undang Rumah Susun (UU Rusun)
mengatur mengenai tahapan pemasaran properti rusun. Berdasarkan ketentuan ini
pengembang diwajibkan untuk menyisihkan setidaknya 20% dari total luas lantai
properti rusun yang mereka sedang membangun untuk keperluan pemasaran.
Dalam prakteknya ada pengembang yang terkadang melanggar aturan ini dengan
cara menawarkan unit atau bahkan seluruh bangunan kepada calon pembeli
sebelum mendapatkan izin resmi. Kesepakatan semacam ini umumnya dicatat
dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang berfungsi penting dalam
memastikan pembayaran uang muka (DP) dari pembeli untuk mendukung
kelangsungan pembangunan proyek. Namun di Indonesia, seringkali terjadi
masalah dalam pengembangan properti yang mengakibatkan proyek-proyek
tersebut terhenti. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini bisa sangat beragam

termasuk masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan pengembang. Dalam

2 Faturrahman, “Kajian Teori Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran
Asap Yang Dilakukan Korporasi”, Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2017,
him. 20



situasi seperti ini, pertanyaan muncul mengenai hak dan posisi pembeli yang sudah
mengikatkan diri dalam PPJB dengan perusahaan pengembang.®

Dalam menghadapi permasalahan semacam ini, salah satu jalur hukum yang
sering ditempuh adalah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) atau dalam kasus yang lebih serius mengajukan pailit.
Pailit adalah kondisi ketika perjanjian utang-piutang tidak dapat dilaksanakan
sesuai dengan yang telah disepakati.* Ini terutama berlaku jika debitu dalam hal ini
perusahaan pengembang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur
yaitu pembeli yang memiliki piutang dalam bentuk properti yang telah dibayar
sebagian atau seluruhnya.*® Proses PKPU adalah upaya untuk mencari solusi yang
lebih baik dan menghindari pailit yang seringkali menjadi pilihan terakhir. Dalam
PKPU, upaya dilakukan untuk merestrukturisasi utang dan membantu perusahaan
pengembang agar bisa melanjutkan proyeknya dan memenuhi kewajibannya
kepada pembeli.® Ini adalah langkah yang mengutamakan kepentingan semua pihak
yang terlibat dalam situasi yang sulit ini. Undang-Undang yang mengatur prosedur
kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

% Puspa Sagara Asih, Rachim, Hadiyanto & Mulyana, Nandang, "Upaya Penanganan Pekerja
Seksual Anak”, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 2015, him.
70

4 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Prenada Media Group,
2018, him. 3

5 Rio Christiawan, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Depok:
PT. Raja Grafindo Persada, 2020, him. 11

& Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Rajawali Pers,
2017, him. 7



Dalam konteks ini, terdapat kasus yang relevan yang melibatkan PT. Cowell
Development Tbk, sebuah perusahaan pengembang properti ternama di Indonesia.
Pada tahun 2020 PT. Cowell Development Tbk menghadapi masalah kepailitan dan
dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan
Nomor: 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam konteks kasus kepailitan
ini PT. Cowell Development Tbk juga memiliki perjanjian pemberian pinjaman
dengan PT. Multicakra Kencana Abadi yang kemungkinan juga menjadi salah satu
kreditur yang terkena dampak. Upaya dilakukan oleh PT. Multicakra Kencana
Abadi untuk mendapatkan pembayaran piutang mereka termasuk pengiriman surat
peringatan dan surat somasi kepada PT. Cowell Development Tbk, namun belum
mendapatkan tanggapan yang memadai dari perusahaan yang telah dinyatakan
pailit tersebut.

Dalam hal ini, Pemohon Pailit berupaya untuk membuktikan bahwa Termohon
Pailit memiliki dua kreditur yakni Pemohon Pailit sendiri dan PT. Mandiri Indah
Permana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan.
Alasannya adalah bahwa Termohon Pailit mengambil pinjaman dari kedua pihak
tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembangunan proyek dan untuk
mengembangkan bisnisny terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi
selama pandemi Covid-19. Namun perhatian yang lebih mendalam terfokus pada
nasib konsumen atau pembeli properti yang saat ini menjadi kreditur konkuren PT.
Cowell Development Thk. Mereka sangat prihatin dengan implikasi dari keputusan
pailit terhadap PT. Cowell Development Tbk. karena mereka belum menerima

properti yang telah mereka beli; mereka hanya memiliki Perjanjian Pengikatan Jual



Beli (PPJB) dan belum menyelesaikan Akta Jual Beli. Sebelum dinyatakan pailit,
PT. Cowell Development Thk masih memiliki kewajiban terhadap konsumen yang
berkaitan dengan properti yang belum diserahkan kepada mereka.®” Para konsumen
ini saat ini ditempatkan dalam kategori kreditur konkuren dan upaya untuk
memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan
kepada mereka dalam situasi semacam ini menjadi subjek analisis yang mendalam
dan krusial.® Oleh karena itu diperlukan tinjauan komprehensif untuk memahami
bagaimana aspek-aspek perlindungan hukum dapat diterapkan dan ditingkatkan
bagi konsumen yang terlibat dalam industri real estate yang mengalami kepailitan
terutama mereka yang berada dalam kondisi seperti yang diuraikan di atas dalam
sebuah kajian dan analisis yang lebih mendalam tentang Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Dalam Perusahaan Real Estate yang Dinyatakan Pailit.

Dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “AKIBAT
HUKUM KEPAILITAN PERUSAHAAN REAL ESTATE TERHADAP
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka terdapat

beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam skripsi ini antara lain:

" 1bid.
8 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara
Serta Kendala Implementasinya, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, him. 12



1. Bagaimana akibat hukum kepailitan perusahaan real estate terhadap
perjanjian pengikatan jual beli rumah dan apartemen ditinjau dari aspek
perlindungan hukum terhadap konsumen?

2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan real estate yang dinyatakan
pailit terhadap konsumen ditinjau dari PPJB dan peraturan perundang-
undangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi
konsumen dalam PPJB terhadap perusahaan real estate yang dinyatakan
pailit.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pertanggungjawaban
perusahaan real estate yang dinyatakan pailit terhadap konsumen ditinjau
dari PPJB dan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka manfaat dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Memberikan peningkatan pemahaman dan penguatan pengetahuan dalam
bidang hukum perlindungan konsumen terutama dalam konteks konsumen
yang terlibat dengan perusahaan pengembang real estate yang telah

dinyatakan pailit.



2. Manfaat Praktis
a. Untuk memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum dalam
bidang perlindungan konsumen.
b. Untuk menambah kepustakaan.
c. Untuk memberi informasi dan pengetahuan kepada konsumen real estate.
d. Untuk memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah jika ingin
melakukan perubahan peraturan dalam bidang hukum perlindungan

konsumen dan kepailitan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis dampak hukum kepailitan perusahaan real
estate terhadap perjanjian pengikatan jual beli rumah dan apartemen dengan
penekanan pada aspek perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian akan
mengkaji konsekuensi hukum yang timbul akibat kepailitan perusahaan real estate
terhadap perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah dan apartemen serta fokus
terhadap pertanggungjawaban perusahaan real estate yang dinyatakan pailit
terhadap konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pandangan Bapak Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah
tindakan yang bertujuan untuk melindungi individu dari potensi pelanggaran
terhadap hak-hak asasi manusianya yang mungkin dilakukan oleh pihak lain.

Inti dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat secara



keseluruhan dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin dan diatur oleh
hukum.®

Perlindungan hukum ini berperan penting dalam menjaga keadilan dan
keamanan bagi individu dan masyarakat serta menegakkan prinsip-prinsip
hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki peran
sentral dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu dalam

O Dalam konteks perlindungan konsumen, negara

suatu  negara.l
mengembangkan mekanisme hukum untuk melindungi konsumen yang
seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan dalam transaksi komersial.
Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen yang telah diresmikan. Tujuan utamanya adalah
untuk meningkatkan martabat dan hak-hak konsumen dengan cara mengatasi
potensi penyalahgunaan atau praktik-praktik curang yang mungkin dilakukan
oleh produsen atau penjual sehingga konsumen dapat terlindungi dengan lebih
baik dalam berbagai transaksi konsumsi.!! Contohnya, hal ini dapat terjadi
melalui perbaikan kontrak yang lebih adil penekanan terhadap praktik

penjualan yang bersifat memaksa, dan langkah-langkah lain yang melindungi

kepentingan konsumen.? Undang-Undang tersebut secara efektif berperan

® NY Simbolon, M SH, limu Hukum, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, him. 54

10 Elsa Melinda Saputri, Waspiah dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Dalam Hal Pengembang (Developer) Apartemen Dinyatakan Pailit”, Jurnal Hukum
Bisnis Bonum Commune, Vol. 2, No. 2, 2019, him. 15

1 Muhammad Ishag Alkays, Pita Permatasari, Effi Zulkifli, “Analisis Perlindungan Hukum
dan Keselamatan Kerja terhadap Tenaga Kesehatan di Indonesia”, Postulat: Journal of Law, Vol 1,
No.2, him. 66

12 Nurcahaya Sukma Kusuma Dewi, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Subsidi
Terhadap Pengembang Yang Dinyatakan Pailit”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA), Semarang, 2021, him. 6



dalam mengendalikan ekses negatif yang mungkin timbul dalam hubungan
antara produsen atau penjual dengan konsumen.

Menurut pandangan Muchsin, perlindungan hukum adalah tindakan yang
bertujuan untuk menjaga kepentingan individu dengan mengatur serta
mengikat nilai-nilai atau norma-norma yang tercermin dalam perilaku dan
tindakan manusia.!® Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan atau
aturan dalam interaksi sosial antara individu. Dengan kata lain, perlindungan
hukum adalah mekanisme yang digunakan untuk menciptakan keteraturan
dalam hubungan sosial dan kehidupan antar manusia. Ini berperan penting
dalam menjaga agar setiap individu dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam
masyarakat dengan aman dan adil. Perlindungan hukum ini juga mencakup
berbagai aspek kehidupan seperti hak-hak asasi manusia, hak konsumen, dan
berbagai kaidah hukum lainnya yang membentuk kerangka kerja untuk
mengatur perilaku individu dalam masyarakat.’* Sarana perlindungan hukum
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan utama
untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut benar-benar
terjadi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan suatu
lingkungan hukum yang proaktif yang dapat mencegah potensi masalah atau

pelanggaran sebelum mereka mengakibatkan dampak negatif. Dengan

13 1bid

14 Giovanni Aditya Arum, “Konsep Keadilan (lustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan
Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila VV Pancasila”, Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi,
Volume 10, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, 2019, him. 25
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demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif ini bertujuan untuk
menciptakan standar perilaku yang diharapkan oleh masyarakat serta
memberikan kerangka kerja yang jelas bagi individu dan entitas hukum
untuk beroperasi dalam batas-batas yang sah dan etis.®®
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang
diterapkan sebagai tindakan akhir setelah terjadinya sengketa atau
pelanggaran. Dalam konteks ini penerapan sanksi seperti denda, penjara,
atau hukuman tambahan menjadi langkah yang diambil oleh pemerintah
atau sistem peradilan hukum untuk menangani kasus-kasus yang sudah
terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan hukuman atau
konsekuensi terhadap individu atau entitas yang melanggar hukum dengan
harapan bahwa tindakan ini akan memberikan efek jera dan mencegah
pelanggaran yang serupa di masa depan. Oleh karena itu perlindungan
hukum represif memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.'®
Teori perlindungan hukum memiliki akar yang dalam dalam doktrin
hukum alam. Para pendukung aliran ini meyakini bahwa hukum dan moral

tumpang tindih dan mencerminkan aturan yang mengarahkan perilaku manusia

15 Sherly Angelina Chandra dan Ariawan Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli
Rumah yang Perusahaan Pengembangnya Dinyatakan Pailit (Studi Kasus: Putusan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat Nomor: 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”, Jurnal Hukum Adigama,
Vol. 7, No. 2, 2021, him. 31

16 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, him. 87.
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di dalam dan di luar diri mereka. Dalam konteks ini, perlindungan hukum
melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dari pembentukan hukum dan
peraturan yang disepakati oleh masyarakat untuk mengatur interaksi di antara
anggota masyarakat dan individu dengan pemerintah yang mewakili

17 Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum

kepentingan masyarakat
adalah usaha untuk melindungi hak asasi manusia yang mungkin dirugikan
oleh tindakan orang lain dengan tujuan memastikan bahwa seluruh masyarakat
dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Lili Rasjidi dan I.B.
Wysa Putra menekankan peran yang lebih luas bagi hukum termasuk dalam
aspek adaptif, fleksibel, prediktif, dan antisipatif. Sunaryati Hartono juga
menyoroti signifikansi hukum dalam memberikan perlindungan kepada
individu atau kelompok yang mungkin rentan secara sosial, ekonomi, dan
politik, dengan tujuan memastikan adanya keadilan sosial.'® Keseluruhan teori

perlindungan hukum menekankan peran hukum dalam menciptakan ketertiban

sosial dan menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak-hak individu.

2. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang
mengeksplorasi dampak atau konsekuensi dari suatu perbuatan atau kejadian

terhadap penerapan hukum.!® Teori ini mencakup berbagai aspek hukum yang

7 Umar Hasan, Alternatif Penyelesaian Sengketa (A P S), Cetakan Pertama, Jambi: UNJA
Publisher, 2021, him. 2

18 Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk
Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor,
Malang: Universitas Brawijaya, 2010, him. 18

19 Muhamad Abas, Pengantar llmu Hukum : Teori dan Penerapannya di Indonesia, Jambi: PT
Sonpedia Publishing, 2023, him. 108
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berkaitan dengan akibat atau hasil dari suatu tindakan atau kejadian tertentu.
Pada intinya, teori akibat hukum berusaha memahami dan mengevaluasi
implikasi hukum dari suatu peristiwa atau keputusan.

Dalam teori akibat hukum, pertimbangan dampak hukum dapat mencakup
sejumlah elemen termasuk tanggung jawab hukum, sanksi hukum, dan dampak
sosial.?® Tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban hukum seseorang
atau suatu entitas sebagai hasil dari tindakan atau keputusan yang diambil.
Sanksi hukum di sisi lain dapat mencakup hukuman atau konsekuensi hukum
lainnya yang dikenakan sebagai respons terhadap tindakan melanggar
hukum.?! Dalam hal dampak sosial, teori ini juga mengevaluasi bagaimana
suatu kejadian atau keputusan dapat memengaruhi masyarakat secara lebih luas
termasuk norma-norma sosial dan moral.

Dalam hukum pidana, teori akibat hukum dapat membahas konsep
tanggung jawab pidana dan efektivitas hukuman sebagai detterent atau
pencegah tindakan kriminal. Teori ini juga dapat diterapkan dalam konteks
hukum perdata, di mana akibat hukum dapat mencakup pemulihan kerugian
atau restitusi kepada pihak yang dirugikan. Dalam hukum perdata,teori ini
mempertimbangkan konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian, seperti
kewajiban ganti rugi atau pengakhiran perjanjian.

Teori akibat hukum tidak hanya mempertimbangkan dampak negatif,

tetapi juga dapat melibatkan penilaian positif terhadap suatu peristiwa atau

20 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media, him. 56
21 1bid. him. 57
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keputusan.?? Dengan demikian, pemahaman teori akibat hukum memainkan
peran sentral dalam pembentukan kebijakan hukum dan pengembangan sistem
hukum yang adil dan efektif. Secara global teori akibat hukum juga dapat
membantu dalam memahami dampak hukum dari peristiwa atau kebijakan
yang melibatkan berbagai yurisdiksi atau negara.?® Sebagai suatu pendekatan
holistik, teori akibat hukum menciptakan kerangka kerja untuk menganalisis
dan mengukur konsekuensi hukum dari berbagai peristiwa dalam upaya untuk

mencapai keadilan dan efektivitas hukum yang optimal.?*

G. Metode Penelitian

Penulisan hukum adalah merupakan suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan
untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi
masalah hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum,
melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian

memberikan pemecahan atas masalah tersebut.?®

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau

disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah

22 1bid. him. 59

28 R.HP.Panggabean,S.H.,M.S., Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia,
Jakarta: Alumni, 2023, him. 16

2 1pid. him. 17

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan Ke-13, Jakarta:Kencana,
2017, him. 60
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penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian normatif merupakan penelitian yang menekankan dalam
penggunaan bahan hukum primer berupa hukum tertulis seperti peraturan dan
dalam melakukan penulisan ini penulis akan meneliti dari beberapa aspek
antara lain:

a. Teori Hukum;

b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif,
ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.?’

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan Perundang-undangan adalah metode pendekatan yang
digunakan dalam sebuah penelitian pendekatan dengan menggunakan
legislasi dan regulasi.®® Pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang
bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (conseptual approach)
Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian

hukum yang memberikan sudut pandang analisis permasalahan dalam

%8 1bid. him. 55-56
2" 1bid. him. 33
28 1bid. him 136
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penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang
melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang
terkandung dalam penormaan sebuah aturan dengan konsep-konsep yang

digunakan.?®

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahanbahan
hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan sekunder
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komuntar atas putusan
pengadilan.®®
a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN

Niaga Jkt.Pst.

29 1bid. him. 177
% 1bid. him. 181
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku,
artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan
dengan permasalahan yang akan dibahas.3!
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus
hukum, ensiklopedi, kamus besar bahasa indonesia (KBBI), maupun
berbagai bahan yang didapat dari media internet yang berkaitan dengan

penelitian ini.3?
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelusuran berbagai jenis
bahan hukum termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,
menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Pendekatan
studi kepustakaan dilakukan penulis untuk memeriksa berbagai buku referensi
dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian,
sehingga dapat memperoleh dasar teoritis yang kuat untuk mengkaji

permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

%1 1bid. him. 195
%2 1bid. him. 204
% 1bid. him. 214
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data berdasarkan pendekatan
secara kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data
dengan mendalam, yang bersumber dari norma hukum yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang berkembang dalam

masyarakat.>*

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penggunaanteknik penarikan kesimpulan bersifat
deduktif, yakni proses berpikir dimulai dengan pemahaman aspek yang umum,
lalu ditarik kesimpulan yang lebih spesifik atau individual, dengan tujuan untuk

merumuskan inti dari temuan penelitian.®®

34 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, him. 105
% Soejono Seokamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 2010, him. 67
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